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PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Lakat merupakan satu dari ima rukun Blam. Kewajiban mengeluarkan
akatiw berlaku bagi setiap muslim vang dewasa, merdeka, berakal sehat, dan
telah memiliki harta itu setahun penuh dan memenuhi nisab, Mengeluarkan
zakat dilakukan oleh seorang muslim unwk menvempurnakan Islamnva,
pembavaran zakat dalam Islam molai efekil dilaksanakan sejak setelah hijrah
dan terbentuknva negara Islam di Madinah, dimana orang-orang vang beriman
dianjurkan unwk membavar sejumlah terienio dari hartanya, dalam benk
zakat.

Fakat di dalam Islam diharapkan mampo memberantas  Kemiskinan
masvarakat, oleh sebab itu, bagi seorang muslim vang mampu dianjurkan
untuk mengeluarkan  sebagian haranva dalam bentuk  zakat, infag, dan
shodagah. Sebaliknva, dalam tradisi Islam, bagi orang vang tidak mampu
berusaha dan tidak sanggup bekerja, serta tidak memiliki harta  guna
mencukupi kebutuhan hidopnyva, maka ia berhak mendapatkan jaminan sosial
dari saudara-saudaranva sesama muslim vang mampo, jJaminan ini dalam
tradisi Blam biasanyva berupa zakat.

Fakat dapat melshirkan kesejahteraan sosial bagi masvarakat, juga dapat
mengentaskan  kemiskinan dan dapat pola menyelamatkan  manusia  dari

kerugian di dunia dan di akhirat, karena zakat merupakan ibadah malivah
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ijiima iyah, artinya, disamping zakat bersifat material (harta), juga bersifat
sosial (kemasyvarakatan). Oleh karena i, maka penunaian zakal seharosnva
dikelola dengan sebaik baiknya.

Kewa Umum Basnas Prol. Dr. Didin Hafidhoddin mengatakan bahwa
Fotensi zakat di Indonesia, menurat penelitian IPB dan Baznas beserta Islamic
Development Bank (IDB), mencapai 217 Triliun. Namun penghimpunan di
Lapan gan pada tahun 20014 masih mencapai sekitar 3,2 Triliun.'

Fotensi ini apabila dikelola dengan baik  akan  dapat  membaniu
pemennizh dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dalam rangka
meningkatkan dava puna dan hasil guna, maka zakat haros dikelola secara
melembapa sesual dengan syarial Islam, amansh, kemanlaatan, keadilan,
kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelayvanan dalam pengelolaan zakat.

Apabila pemerintah tidak memainkan peranannva dalam mengurusi
cakat, maka dapat didirikan badan, institnsi, lembaga, asosiasi, atao panitia
vang melaksanakan tanggung jawab ini, namun semuanya ity harus berada
dibawah pengawasan pemeriniah. Badan-badan semacam ini lebih mampuo jika
dibandingkan dengan individo-individu  dalam  mengembangkan  sumber-
sumber rakat dan  menyvalurkannva  kepada  pihak-pihak vang  berhak
Mmeneri manya Secara SVarl.

Selain model penvaluran zakat melalul lembaga, institusi, badan vang

mengelols zakat, mumkki dapat pula menvalurkan zaksinva secara  sendiri
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kepada pihak-pihak vang khusus baginva, seperti kerabat dan tetangga vang
berhak menerima cakat, akan tetapi lebih otama jika zakart i disalorkan lewat
amil zakat yvang amanah, bertanggung jawab, dan terpercaya. Ini dimaksodkan
apar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat
pada mustahiq erento vang kita kenal, sementara muostahiq lainnva tidak
mendapat haknva karena kita tidak mengenaln va.

Oleh karena i, maka para ahli Gigh menekankan perlunva tanggung
jawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang benar,
menvalurkannya dengan cara vang benar pula, dan menghalanginya dari hal-
hal vang bathil.

Di Indonesia, mengeluarkan zakat sudsh dilaksanakan oleh masvarakat
muslim sejak masuknya Islam di Indonesia, pada zaman penjajahan Belanda,
pelaksanaan ajaran agama lermasuk zakat diatur dalam Ordonantie Pemerintah
Hindia belanda nomor 6200, pada awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia
menyverahkan masalah zakat sebagai urusan masvarakat sendiri, artinva Negara
tdak mengatur urusan zakat bagi wargan va, kemudian pada perkembangannyva
masalah  zakat distur melalui Surst Edaran Kementerian  Agama  vang
dikeluarkan pada tanggal § Desember 1951, dan pada whun 1968 dikeluarkan
Peraturan Menteri Apgama nomor 4 tahun 1968 enang pembentukan badan
Amil zakat dan nomor 5 tahun 1968 entang baitol maal.

Pengelolaan zakat pada masa penjajshan dan awal kemerdekaan
memberikan  gambaran  buram  akan fungsi zakat di Indonesia. Antara

komunitas muslim dengan hasil zakat tdak memberikan gambaran seimbang.



Fada masa orde baru, kekhawatiran terhadap Islam ideologis memaksa
pemefinizh unwk tidak terlibat dalam orusan zakat. Bahkan secara strukiural,
pemennizh tidak secara tegas memberikan dukungan secara legal formal. Zakat
sering dikumpulkan masih dengan cara konvensional dan musiman. 5Sejak
dimulainva sistem demokrasi setelah jsuhnva Presiden Soeharto pada tahun
19498, Undang-Undang Zakat No. 38 Tahun 1999, adalah awal dari terbukanyva
ketedibatan publik secara akul. Peran lembaga zakat, bersama dengan strukior
negara telah memlasilitasi pengaturan zakat dengan lembaga-lembaga kKhusus
wvang dilindungi oleh Undang-Undang.

Fada whun 1999, pemerintah  bersama Dewan Perwakilan  Rak vat
melahirkan Undang-Undang menpena pengelolaan zakat di Indonesa vakni
Undanpg-Undang No 38 whon 1999, dengan dikeluarkan Undang-Undang
tersebut diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia menjadi lebih baik, apalagi
di  Undang-Undang  tersebut - pemerintah  berkewajiban  memberikan
perlindungan, pembinaan dan pelavanan kepada muzakki, mostahig, dan amil
zakat.

Fada perkembangannya, pengelolasn  zakat berdasarkan Undang-
Undang Momor 38 Tahun 1999 @entan g Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukom dalam  masyvarakat,
sehingga pemeriniah mengangeap perlu untuk melakukan revisi Undang-
Undang tentang pengelolasan zakat dan akhirnya muncollah Undang-Undang

Momor 23 tghun 2001 entang Penpgelolasn  zakat. Undang-Undang ini



mengatur beberapa hal vang meliput kegiastan perencanasan, pengumpulan,
pendistribusian, dan pendavapunaan zakat

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 w@hun 2001 ini maka
makin memperkokoh peranan pemerintah dalam pengeloaan zakat, akan tetapi
muncul permasalazhan baro terkait pengelola zakat vang menvangkut BAZIS
dan LAY wang sebelumnya menempati posisi stralegis dalam pengelolaan
aakat, pada Undang-Undang terbaro ini seakan Kewenangannva dan roang
peraknya dibatasi, sehingga penerapan Undang-undang Nomor 23 whun 2011
oleh masvarakal masih dirasakan setengah hati.

Posisi BAZIS, LAY dan lembaga-lembaga pengelola zakat lain vang
semisalnva vang sebelumnva mendapatkan roang gerak untok melakukan
pengelolaan rakat, nampaknya pada Undang-Undang nomor 23 wwhon 2001 ini
harus dibatasi bahkan tdak dibenkan roang pemk, karena pada Undang-
Undang nomor 23 tahun 2000 ini tdak menvebut istilah BAZIS, hanva
terdapat istilah LAY dan UFZ. Sehingga BAZIS dan semisalnva semakin
terpinggirkan.

Hal ini menimbulkan polemik didalam masvarakat tentunyva, karena
pada Undang-Undang ini juga mengatur adanyva larangan bagi setiap orang
wvang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakokan pengompulan,
pendistribusian atau pendavagunaan zakat tanpa izin pejabat vang berwenang
sebapaimana vang tersebut pada pasal 38 Undang-Undang ini.

Fasal 38 ini meropakan ancaman bagi setiap orang dan siapapun vang

melakukan pengumpulan, pendistribusian dan atau pendayagunaan zakat selain



sebapaimana vang tersebut dalam Undang-Undang ini, ancaman pidananya pun
berupa korungan paling lama | {saw) wshun dan atso pidana denda paling
banvak Rp. S0.000.000 (lima puluh juta rupish) seperti yang @rsebut dalam
pasal 41 undan g-Undan g ini.

Fasal 38 juncto pasal 41 ini menjadi ketakotan ersendiri bagi lembaga-
lembaga penpelola zakat vang telah berdiri sebelum lshirnva Undang-Undang
nomor 23 tahun 20011, oleh sebab i pernsh digjukan judicial review terhadap
undang-undang ini.

IErrut hasil putusan jucicial review, fram “sehiap orang” dalam pasl
38 dan pasal 41 Undang-Undang nomor 23 tahun 2001 enang penge ol aan
cakat (lembaran negara republik Indonesia tahun 2001 nomor 115, tambahan
lembaran negara republik  indonesai nomor 5255) berentangan  dengan
Undang-undang dasar negara republik Indonesia tshun 1945 sepanjang tidak
cimaknal dengan “mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh
urmat islam (alim olama) atao pengoros/akmir masjidimosholla di suato
komunitas dan wilavah vang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah
memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksod kepada pejabat vang
berwe nang ™

Dan frasa “setap orang” dalam paszal 33 dan pasal 41 Undang-Undang
nomor 23 whan 2001 entang pengelolaan zakat (lembaran negara republik
Indonesia whun 2001 nomor 115, wmbahan lembaran negara republik

Indonesia nomor 5255) tdak memiliki kekoatan hukum mengikal sepan jang

* Salinan puusan Judicial review dari Mahkamsh Konstimsi, hal 108



telak dunakna dengan “mengecuabkan perkwmnpulan orang, perseorangan
tokoh umat Islam (alim ulama) atau pengoros/takmir mas)id/muosholla di susto
komunitas dan wilavah yvang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah
memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksod kepada pejabat vang
].:lem.'-'lam!.ug".1

Putusan ini memberikan kabar baik kepada lembaga-lembaga pengelola
aakat selain vang tersebut dalam Undang-Undang ini uniok  melakukan
pengelolaan zakat sepanjang telah memberishukan kegiatan pengelolaannya
tersebut kepada pejabat vang berwenang.

Demikian halnva di Desa Slombung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten
Fediri wang telah berdinn BAZIS sejak tahun 1984, masvarakat telah
mempercavakan zakamva sejak dsholu kala kepada BAZIS tersebut, baik it
berupa zakat hasil pertanian mereka, zakat mal, infaq dan shodagoh. Terbukti
pada whon 1991 BAZILS ini sudah menjadi pilot provek zakat Desa, pola vang
dipakai waitu rintisan percontohan zakat desa Kemenirian Agama Republik
Indonesia yvang dibina langsung oleh Kementrian Agama Kabupaten Kediri
dengan ketua Pembina Drs. Svhod Abdul Ghani, Sekertaris HoAbdu Svukur,
BA dan anggota Chamoid Djupri.”

Untuk lembaga penghimpun zakat sekelas BAZIS atan LAY tingkat
desa, BALIS desa Slumbung ini dapat dikatakan berhasil, Hal ini dapat kita

lihat dari jumlah perolehan zakat vang selalu meningkat dari tahun ke whun.

* Salinan puusan Judicial review dari Mahkamsh Konstiiusi, hal. 109
* BAZIS Slumbung, Profil Badan Amil Zakat Infaq dan Shodagohip,2011), 2



Tabel 01 : Perolehan Zakat Mal Bazis Slumbung”

2010 2011 2012 013 2014 2015
Sumber : Laporan Pertanggungjawaban BAZLS desa Slumbung

Juga demikian halnva yang eradi di LAY desa Bedug vang elah
berdiri sehelum Undang-Undang no 23 tahun 2000 ini lshir, selama ini LAY
desa Bedug telah berjalan dengan baik serta mendapat respon positil dari
mas varakat vang dibuktikan dengan jumlah dana zakat mal vang dikumpulkan
dari tahun ke tshun selalo meningkat, demikian juga dengan jumlsh muosakki
cakat vang selalu meningkat dari twhun ke whun, sedangkan jumlah mustahig
zakat dari whon ke tahun mengalami penuronan. hal ini dapat Kita lihat dari

tabel dibawah ini :

Tabel 02 : Jumlsh Muzakki®

= B B & 8 5§ &8 3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sumber @ Buko catatan sekertaris LAY desa Bedug

* Diolsh dari Laporan Penanggung lawsban dan Catatan sekertaris BAZIS desa Slumbung
" Diolsh dari Buku Catstan sckernaris LAY Desa Bedug



Fasca keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 ersebut perlu
adanya studi ulang ethadap BAZIS dan LA tersebut apakah BAZIS dan LAY
tersebut telah menerapkan Undang-Undang terbaru tersebut ataukah belum
menerapkan khusunyva dalam pola pengelolaan zakat Mal vang meliputi proses
pengumpulan, proses pengelolaan dan proses pendistribusian.

Oleh  sebab itu,  penelii mengambil  penelitian  dengan  judul
"INPLEVENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG
FENGELOLAAN ZAKAT TERHADAFP PEMBERDAYAAN ERONOMI
MASYARAKAT (Swdi Multu Situs Pengelolaan Zakat Mal di BAZIS Desa
Slumbung dan LAZ Desa Bedug Kec.Ngadiluwih Kab. Kediri)” yang nantinya
mampu menjadi elash pustaka serta menjadi penambah khazanah keilmuoan
Elam khusosnva dalam hal model pengelolaan zakat mal di Masvarakat
Indonesia.

B. FOKUS DAN PERTANYAAN PENELITIAN

I. Bagaimana Sistem Pengelolaan Zakat mal di BAZIS desa Slumbung dan
LAY Desa Bedug Negadiluwih Kediri?

2. Bagaimana implementasi UL Nomor 23 Tahon 2001 dalam Pengelol aan
Zakat Mal terhadap pemberdayaan Ekonomi masyarakat di BAZIS desa
Slumbung dan LAY Desa Bedog Negadiluwih Kediri?

3. Bagaimana kekurangan dan kelebihan Implementasi UL Momor 23 Tahun
2001 dalam Pengelolaan Zakast Mal di BAZIS desa Slumbung dan LAZ

Desa Bedug Ngadiluwih Kediri?
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C. TUJUAN PENELITIAN
I. Untuk menjelaskan sistem pengelolasn zakat mal di BAZIS desa Slumbung

dan LAY Desa Bedog Negadiluwih Kediri.

[

Untuk menjelaskan bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2001 dalam  Pengelolaan Zakat mal terhadap  pemberdavaan
ekonomi masvarakat di BAZIS desa Slumbung dan LAY Desa Bedug
Ngadiluwih Kediri

3. Untuk menjelaskan kekurangan dan kelebihan Implementasi UL Nomor 23
Tahun 2001 dalam Pengelolaan Zakat Mal di BAZIS desa Slumbung dan

LAY Desa Bedug Ngadiluwih Kediri

D. KEGUNAAN PENELITIAN
. Secara teoritis, penelitian ini dihampkan dapat berguna dalam hal
a. Sebagai masukan bagi pihak-pihak vang berkepentingan lerulama
mahasiswa Jurusan Ssan’ah Program Stadi Ekonomu Syanah dalam
rangka menambah khasmnah keilmuoannyva.
b. Sebagai bahan pertimbangan pada omumnya bagi masvarakal lerotama
bagi kaum muslimin vang masih awam tentang pengelolaan zakat.
¢. Sebagai tambahan wawasan pembaca vang ingin  lebih  memahami
tentang bagaimana pengelolaan zakat mal.
2. Secara prakus, penelinan imi diharapkan dapat berguna sebapgai bahan

pertimbangan  dan telash masvarakat, para amil zakal serta pemerinizh



dalam menetapkan model pengelolaan zakat khususnva zakat mal di

lembaganva, lingkungann va atau di Indonesia pada umumnya

3. Penelitan ini juga berguna bagi peneliti vang akan datang dalam

melakukan penelitian entang Implementasi Undang-Undang pen gelolaan

zakat pada lembaga-lembaga pengelola zakat.

E. FENEGASAN ISTILAH

Implementasi

= penerapan, vang dimaksod implementasi dalam penelitian ini
adalah penerapan atau penggunaan Undang-Undang Mo, 23

Tahun 2001 sebagai acuan dalam pengelolaan zakat mal

Undang-Undang No 23 Tahun 2001 = adalsh Undang-Undang Republik

Pemberdavaan

BAZIS

Indonesia tentang Pengelolaan Zakat vang diundangkan di
Jakarta pada wngeal 25 Movember 2011 oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhovono dan masuk lembaran negara Republik
Indonesia whon 2001 nomor 115

= adalah soam proses peningkatan kondisi kehidopan dan
penghidupan  vang  ditujukan  kepada masvarakat  atau
kemmwk.I Yang dimaksod pemberdavasn dalam penelitian
ini adalah upava unwk menolong yvang lemah atau tidak
berdaya {powerless) agar mampu bendava secara ekonomi.

= kependekan dari Badan Amil Zakat Infag dan Shodagoh,
wvang dimaksud BAZIS di penelitian ini adalah BAZIS vang

berkedudukan di desa Slumbung Weadiluowih Kediri

" Kementerian Agama RL Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin, {Jakana @ Kemenag RL 20100,
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LAZ = Kependekan dari Lembaga Amil Zakat, vang dimaksud LAZ
dalam penelitian ini dalsh LAY vang berada di Desa Bedug

Mepadiluwih Kediri



